PENGATURAN U

HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM MUM DAN KHUSUS
ANDITS RELATION TO GENERAL AND SPECIAL CRIMINALLAW
. (Naskah diterima 28/03/2011, disetujui...) -

- Abstrak

- Kontribusi pemasukan dana yang bersumber dari wajib paj ak merupakan’

~masukan pendapatan yang berarti dan memiliki makna yang luas bagi
mbangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal yang harus menjadi
perhatian adalah usaha meninglatkan kesadaran wajib pajak whtuk membayar
“pajak adalah inti dari pengaturan dan pengenaan sanksi pidana di bidang
‘perpajakan. Tindak pidana di bidang perpajakan adalah termasuk tindak pidana
- dibidang hukum administrasi (administrative criminal law atau dependent crimes)
 yang dikenal sederhana dan lentur dalam penegakan hukumnya, sepanjang
tujuan dari hukum tersebut tercapai, yaitu wajib pajak mau membayar pajak
'sesuai dengan kewajibannya. Penggunaan hukum pidana umum atau hukum
“pidana’khusus terhadap tindak pidana di bidang perpajakan adalah tidak tepat
dan dapat menimbulkan problem hukum’dan keadilan. Oleh sebab itu, tindak
pidana umum atau tindak pidana khusus yang berkaitan dengan térja'din_ya
tindak pidana perpajakan adalah berdiri sendiri dengan segala konsekuensi
penegakan hukumnya. Terkait dengan penerapan tindak pidana kerupsi dalam
tindak pidana'di bidang perpajakan, dapat dilakukan dua model, yaitu masing-
masing berdiri sendiri dan tidak saling berkaitan, sebagaimana dimuat dalam
Pasal 43A ayat (3).atau. undang-undang perpajakan memuat ketentilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ' ' L

Kata Kunci: ~Tindak pidané perpajakan, administrasi, tindak pidana T,
S0l tindak pidana khusus

Abstract

Income funds contribution that coming from taxpayers is a significant input of opirion
and have a broad significance for the development of the Unitary Republic of Indonesia.
One must be concern is the effort to increase awareness of taxpayers to pay taxes
and alse as the essence of the regulation and the imposition of crirminal sanctions in
the field of taxation. The criminal action in the Sfield of taxation is included criminal
law in the field of administration {administrative criminal law or crimes dependent)
known simple and flexible in enforcing of the law, as long as the objective of laww is
reached, the taxpayer would pay tax in accordance with its obligations. The use of
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o cnmamﬂ common law or: penal code/ Iaw dealmg specyzcally wzth cnmmal acis in th\. R
" field oj_‘_ taxation is m@pmpnate and can caused problems inlaw and justice. Therefore, .

.- publicer me 'or speaﬁc crime related to the occurrence. of ataxcrimeisa standﬂlone:- .

- withall the consequences of enforcement. Reldted to the implementation of corruption :

in the criminal acts inthe ﬁeld of taxatzon, could be run by two models, which each’

: stand alone and not related to each.other, as stzpulated in Article 43 A paragraph: {3}

Cortax laws contain  provisions referred fo in‘Article 14 Act Number 31 Year I 999 as
- amended by Act Number 20 Year 2001 on Eradication of Corruption. SRR

_ Keywords : Cnme of taxatwn, admmzstratzon, general crime, espemally orime

o P ak merupakan--_:_ umber pendapatan negara yang memlhky;:
o kontnbu31 yan,g s1gmﬁkan sehmgga sumber pendapatan pajak menjach'-’_ :
' "andaian bagz pembangunan naszonal Pajak dapat menjadi salah satu
mstrumen ‘bagi pemenntah untuk mengukur seberapa besar kesadaran _

_masyarakat untuk. membayar pa_}ak atau mendanai peye}enggaraan .

_'negara dan.- mengukur tentang mla_t pendapatan dan kesejahteraan riil -
-masyarakat Semakm tmgg1 kesadaran masyarakat dan semakm'
menmgkat Jumlah wa_]zb pa_;ak menungukkan bahwa - tlngkat_-
kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara ‘semakin
tmgg: dan 311~;ap nasxonahsme atau merasa: memiliki negara Juga
semakm tmggl : ERCI - :

_ Sebageu 1nstrumen keberhasﬂan pembangunan dan
kesejahteraan .pajak yang dunene_]emen secara. profesional dapat
berfungsi untuk menunjang dan- mempercepat ‘tercapainya suatu
masyarakat yang adil dan makmur. Oleh sebab itu, dalam pemungutan
pajak benar-benar memperhatzkan ‘beberapa, hal, yaitu berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang jelas dan pasti, prinsip keadilan
dan proporsional berdasarkan kemampuan, dan prinsip pembangunan
atau kegiatan ekonomi yang berkelanjutan {pajak tidak boleh mematikan
dunia usahaj. 2

_...Dana yang bersumber dari pajak adalah dana amanah rakyat yang
harus. dikelola 'secara efektif dan efisien dan dikembalikan lagi kepada
rakyat dalam bentuk program pembangunan nasional yang akhirnya
manfaamya bisa langsung segera dirasakan dan dinikmati oleh rakyat.
Akh1r—akh1r ini masalah mengenai manajemen pengelolaan dana pajak
(pa_]a}{] menjach problem nasional sehubungan dengan adanya berita
tindak pidana terhadap dana wajib pajak yang menjadi topik utama di
media masa yang melibatkan oknum petugas pajak, telah memberikan

dampak negatif secara luas terhadap masyarakat, terutama para wajib
naiak
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Pr oblem hukum yang perlu menjadz perhatzan d1 masa datang-"_ s

éd.alah pengaturan da”l penegakan hukum mengenaz penyeiesman_. -

_'sengketa pa}ak yang berpotensx merug1kan terhadap pendapatan negara_
- fda_n tmdak pxdana d1 bidang perpa_]akan serta penyalahgunaan dana yang
B .bersumber dan pendapatan_ negara yang berasal_' paj :

G : },;kum admm;stfas negara- sehmgga _problem o
P ¢ hukum yang muncui terkaut dengan pelanggara _peratiran. "e’rpajakan :

- Udan penegakan hukumnya dﬂakukan melalui mékamsxm penyelesaian -

-hukum adm1n1stra81 Mesklpun termasuk hukum admzmstrasz '
peraturan pemndang—undangan tentang pa_]ak memﬂzlﬂ ciri yang berbeda'
dengan hukum admmxstrasa yang lain, karena sﬂ'at: hukum pajak adalah;
memberikan ‘wewenang secara luas kepada negara untuk memungut .
pajak dan Wajlb pajak. Negara memiliki. wewenang untuk menentukan
Wajlb pa_;ak dan memaksa kepada wa_ub pajak untuk memenuhi.
kewa_ubannya SRR N -

Mesklpun negara memxhkl wewenang yang iuas corak hukum' '
admlmstrasz dan’ peraturan perundang—undangan tentang perpa_;akan'
memberikan ruang bagi wajib pajak untuk mengajukan’ keberatan
terhadap :pajak dibebankan kepada ‘wajib pajak ‘karena ada dugaan
ter_jadmya kesalahan ‘dalam perhitungan jumlah pajak yang harus
dibayarkan. Jika tidak dapat selesaikan, maka perselisihan mengenai
perhitungan pajak tersebut dikenal. sebagai sengketa pajak, dapat
digjukan ke Pengadilan Pajak. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
tentang Pengadilan Pajak dalam Pasal 1 angka 5 menentukan:

“Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang
- perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan
‘Pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan
L .'yé.ng dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak -
 berdasarkan peraturan. perundang-undangan perpajakan, termasulk
gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undanngndang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa”.

Mekanisme penyelesaian persengketaan pajak tersebut
menunjukkan kuatnya corak hukum adminisitrasi dari persengketaan
perpajakan sehingga persoalan hukum adminisirasi perpajakan
diselesaikan melalui mekanisme hukum adminisitrasi dengan pejabat
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pubhk yang be; sangkutan dan _}1ka tidak dapat dlselesalkan dapat '

_dxa_;ukan ke Pengadﬂa_n Pajak a e
“Keberadaan Pengadﬂan Pa_]ak yang dzberi wewenang

menyelesalkan senfrketa pajak berfung31 sebagai: R

1. _"mencegah dan mengontrol kemungkman. tér}adi_niflé
4._'penyalahgunakan Wewenang dala_m perhltungan pa_]ak

i Mengmgat perh1tungan pajak sebagaa tmk awal sengke:ta pajak-
dan segala bentuk pelanggaran hukum di bidang pajalkt yang melibatkan
dua pihak yaitu petugas pajak dan pihak wajib pajak, maka titik rawan
ter_;admya penyimpangan -atau pelanggaran hukum adalah: pada _
hubungan antara kedua pihak tersebut. Dengan demikian, keberadaaan.
Pengadilan Pajak yang independen, objektif, transparan, dan profesmnal _
mutlak diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan

sekaligus menjadi pintu masuk untuk mendeteksi gelagat terjadinya

penyimpangan atau pelanggaran hukum Iam dalam perhitungan pajak

dan pembayaran pajak. S .

. Pagi wajib pajak yang beriktikad baik membayar pajak sesuai
dengan kewajibannya, adanya Pengadilan Pajak dapat memberikan
jaminan kepastian-hukum mengenai jumlah pajak yvang harus
dibayarkan, sebaliknya wajib pajak yang tidak memiliki iktikad baik
untuk membayar pajak, melalui Pengadilan Pajak dapat dipergunakan
sebagai bentuk upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus
dibayar.

- Wajib Pajak vang tidak membayar pajak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang pajak dapat dikenakan sanksi sesuai
dengan tingkat pelanggarannya yakni dari sanksi administrasi, sanksi
pidana administrasi, sampai dengan sanksi pidana umum. Sedangkan
petugas pajak yang menyalahgunakan wewenangnya dapat dikenakan
sanksi berdasarkan undang-undang di bidang perpajakan dan sanksi
hukum pidana umum. Dengan demikian, keberadaan sanksi hukum
bagi pelanggar peraturan perundang-undangan pajak diperlukan guna
mendorong semua pihak, baik pihak wajib pajak dan petugas pajak,
beriktikad baik menaati peraturan perundang-undangan di bidang pajak.
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:.B Kedudhkaa Sanksx &émzmstxasz EHaY PR ;
- Sebagaimana di 'Talkan sebelumnya corak hukum admmistram
7y yang khusus dari hukum pajak keberadaan sank51 acim1mstras1
'dxperlukan agar wajz‘b pa_]ak seJak dinj d1per1ncatkan untuk memenuh1
L kewa_}xbannya secara’ admmlstram memenuh1 kewa_]lbannya membayar
. pa_]ak Kewa_nban untuk memenuhx persyaratan administrasi’ dan
_-:_;-pengenaan sanksz adm1n1stra51 kepada p1hak yang mengabalkannya'
La bent' 'k ‘penerapan: ' -

o 1 3, :_dapaf dijadlkan mdlkator apakah
-'wajlb pajak mem111k1 1kt1kad ba1k atau - 1kt1kad tldak baik untuk
mernenuhz kewajibannya membayar pa_]a_k

Pengenaan sank31 admmlstrasa kepada wa_]lb pa_;ak agar menaaiu
ketentuan peraturan perundang«undangan yang mengatur b1dang
admmlstr331 perpa_;akan selanjutnya . menjadi ‘dasar penentuan
perbuatan melawan hukum dan kesalahan dalam hukum pidana apabila
wajib pa_;ak tersebut melakukan perbuatan yang melanggar hukum
pidana. Sebagaimana ditentukan dalam Pasai 8 ayat (3} vang mtmya
bahwa walaupun telah dilakukan tmdakan pemeriksaan, tetapi belum
dﬂakukan tindakan penyidlkan mengenal adanya ketxdakbenaran yang
dilakukan wajib pajak sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 38, terhadap_
kehdakbenaran perbuatan wapb pa_]ak tersebut tidak akan dilakukan
penyldlkan apabzla wa_]ib pajak dengan kemauan sendzri
mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan dlsertal
pelunasan kekurangan pembayaran jumldh pajak yang sebenarnya
terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150%
(seratus lima puluh persen} dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

Dengan demikian, wajib pajak yang melanggar ketentuan_
sebagaxmana dimaksud dalam Pasal 38 selama belum d11akukan_
penyidikan, sekalipun telah dilakukan pemenksaan dan wajib pajak
telah mengungkapkan kesalahannya dan sekaligus melunasi Jumlah
pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa
denda sebesar 150% (seratus lima puluh persenj dari jumlah pajak yang
kurang dibayar, terhadapnya tidak akan dilakukan penyidikan. Namun,
apabila telah dilakukan tindakan penyidikan dan mulainya penyidikan
tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum, kesempatan untuk
membetulkan sendiri sudah tertutup bagi wajib pajak yang bersangkutan
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Ketentuan Pasal 38 Undang;'Uﬁdang Nomor 6 Tahun 1983 Jo.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Jo. Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan *nengatur

| Pasal3s
Set;ap orang yang karena kealpaannya:

La. 'tldak menyampa:kaﬁ Surat Pemberitahuan; atau

L menyampa1kan Surat Pemberitahuan tetapi 1s1nya leak :

isinya” tidak benar sehmgga dapat menimbulkan keruglan'

- perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagalmana
dimaksud dalamn Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan
paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang vang tidak
atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling smckat
3 {tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun. :

Berdasarkan'ketentuan Pasal 38 yang dihubungkan dengan
keteht_uan Pasal 8 ayat (3) tersebut menunjukkan bahwa pengenaan
sanksi pidana sangat erat kaitannya dengan pelanggaran hukum,
administrasi dan sebagian di antaranya karena tidak memenuhi
kewajibannya atau melaksanakan sanksi administrasi yang
menyebabkan wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan.
atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau
tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,
sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Hal ini sesuai dengan dokirin hukum pidana mengenai
penggunaan ancaman sanksi pidana dalam hukum administrasi, yaitu
sebagai senjata terakhir atau pamungkas (ultimum remedium) manakala
pquenaan ancaman sanksi administrasi tidak efektif atau tidak
dii%iahkan, baru kemudian dipergunakan senjata pamungkas berupa
peﬁgenaan sanksi pidana.

B.2 Eedudukan Sanksi Pidana (Administrasi)

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pengenaan sanksi
pidana (administrasi) sebagai senjata pamungkas dalam mengatasi
pelanggaran di bidang hukum administrasi, maka dalam menyelesaikan
sengketa perpajakan diuntamakan dan dikedepankan penyelesaian

- :benar atau tidak- Iengkap, atau melamp1rkan keterangan yang .

‘pada’ pendapatan negara dan perbuai:an tez‘sebut merupakan i
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" hukum yang muncul dalam kaitannya dengan pelaksanaan pajak, pada.

- seeare. admzmstrasz Sesuau dengan corak hul{um perpajal«;an tersebut '
..tldak tepat jika penyelesazan perpa;akan dengan mengedepankan ' _
' :hukum pzda_na dan’ mengabazkan atau menyampmgkan penyelesa_lan'
. _secara admzmstram dengan- dalxh merugxkan keuangan negara. Hukum
.perpajakan pada dasarnya me'mhlﬁ karaktensﬂk sendiri- dlbandmg}«:an-
' 'dengan hukum : yang-lain,: yakm negara butuh dana’ dam masyarakaL
L masyarakat memihk kewa_;lban secara hukum dan ‘moral:untuk
: _'membéyar pajak kepada negara. Oleh sebab itu, segala bentuk persoalan

" intinya mendorong kesadaran wajib pajak untuk mambayél

S "_ﬁkewapbannya dengan pendekatan persuasﬁ' kepada Wa.jlb pajak melalini -

_penggunaan sarana hukum admmxstras: dan sanksi admmmtraa
'Dengan pendekatan yang dem1k1an ‘hal ini dlmaksudkan untuk wajzb
pajak meiakukan bmkot dengan cara, tldak membayar pajak dengan dahh
-pemenntah semena mena (otonter) terhadap Wa_]lb pajak.

... Dalam hal Wajlb pa_;ak tidak menaati kewa_}lbannya setelah
penggunaan hukum acimmmtras; dengan sanksi administrasi tetap tidak
efektlf mendorong Wajlb pajak untuk membayar pajak sesuai dengan
kewajibannya, -maka ‘penggunaan sanksi pidana menjadi pilihan yang
tepat untuk dikenakan kepada wajib pajak. Pengenaan sanksi pidana
tersebut sesuai dengan asas subsidiaritas yakni dipergunakan ancaman
sanksi yang paling ringan terlebih dahulu dan jika tidak efektif baru
menggunakan ancaman pldana yang rmgan berat sampai kepada yang
terberat. :

Penegasan mengenai penigaturan sanksi administrasi dan sanksi
pidana dimuat dalam penjelasan Pasal 38 yaitu pelanggaran terhadap
kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang
menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksi
administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat
Tagihan Pajak, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang
perpajakan d;keneu sanksi pidana. Perbuatan atau tindakan sehagaimana
dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan pelanggaran administrasi
melainkan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan. Dengan
adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuhnya kesadaran W ajib
Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan seperti yvang ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Kealpaan yang
dimaksud dalam pasal ini berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-haii,
atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut
dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
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Pembuaa. undang undang sengaja menempatkan sankm pmana -

_daIam admmlstram perpajakan sebagai ‘sarana pendorong agar Wa_ub__
_ 'pa_}ak menaati kewagzbannya maka Wajib Pajak yang: melanggar hukum

admmlstram dan:telah memenuhl kewajibannya. termasuk kewajlban :
karena_ pengenaan .sanksi. admlmstras.l tidak ‘akan dzkenakan sank51 ;
pidana (admm1stra31) atau t1dak dlproses ke pengadﬁan (d1hent1kan}

2 U‘ldang—Undang Perpajakan membag1 tmdak pzdana yang d11akukan

oieh waﬁb pajak_dan petugas pa;ak ke dalam dua _}EIHS yautu pelanggaran N

deak pidana yang termasuk kategorz peianggaran dlkenal
sebaga} melanggar undang-undang, karena kekuatan pelarangan dan
suatu perbuatan’ tertentu ; bersumber dari dan sema’ca mata karena
undang-undang. Jika undang undang tidak melarang terhadap perbuatan
tersebut, maka ‘perbuatan-tersebut boleh dilakukan karena norma lain
tidak ‘mengatur pelarangan terhadap perbuatan tersebut. Meskipun .
dermikian, :pelanggaran ‘adalah suatu tindak pidana, tetapi termasuk
kategori yang ringan dengan ancaman sanksi pidana yang ringan.

““Perbuatan pelanggaran peraturan perundang undangan yang
termasuk kategon tmda}{ mdana pelanggaran vaita;

1. Wa_pb paJak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan surat
pemberitahuan dan menyampaikan pemberitahuan tetapi tidak
benar atau tidak lengkap yang menimbulkan kerugian pada
pendapatan negara.

- Pasal 38
Setiap orang yang karena kealpaannya:
a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau

b, menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak
benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan vang
isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian
pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan
perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 134, didenda paling sedikit 1 (satu) kali
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan
paling banyak 2 {dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak
atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat
A.ltiga). bulan atan paling lama. 1. (satu).tabhun
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' kewapban bag’ Wa}ib P

Pengatumn Hukum Pldana d1 Bldaug Perpajakan dan Hubungannya-

Perbuatan yang termasuk'p_elanggaran -berkaltan dengan"
..salah satunya adalah untuk:fi

Pa‘;ak:::kurang Bayar

Pasal 13A

= :Wajzb Pajak yang: karena keaipaannya hdak menyampalkan Surat
o Pembentahuan atau menyampazkan Surat Pembentahuan tetapi

: ;-.;_'_':'1s1nya tidak benar atau tidak- 1engkap, atau melampirks:an

; .'_'keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan.

B ! kerugian. pada, pendapatan negara, tidak dikenai sanksi- pidana

- apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak
‘dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran
jumlah pajak yang terutang beserta sanksi -administrasi berup_a _
“kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak vang
_kurang dibayar yang dltetapkan melalu}. penerbltan Surat Ketetapan

'Paja_k Kurang Bayar.

' Yanw dimaksud dengan pengefzaan sanksx pidana tersebut adalah
sanksi pidana berupa pidana kurungan pahng singkat 3 (tiga) bulan
" atau palmg lama 1 (satu) tahun, bukan sanksi pidana denda, karena
‘bagi Wajlb yang pertama kali melanggar kemudian telah membayar
“pajak yang terutang dan telah membayar sanksn admxmstram tidak
 dikenakan sanksi pidana L :

Adanya-ketentuan vang mengatur penggunaan sanksi pidana
perampasan kemerdekaan berupa pidana kurungan sebagai
alternatif penggunaan sanksi yang bersyarat atau sanksi terakhir

~tersebut sudah tepat, hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan
dari kewajiban membayar pajak bagi Wajib Pajak dan jika pajak
sudah dibayarkan berarti maksud dan tujuannya telah tercapai.

Pejabat karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban
merahasiakan mengenai informasi yang diterima mengenai Wajib

opo, |
L= L=t o
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Pasal 41

o {1 .Pejabat yang kar&na kealpaanya tzdak memequm kewajman

o merahamakan hal sebagalmana dxmaksud daiam Pasal 34 -
o ::'.':chpldana dengan pxdana kurungan nalmg Iama 1 {satu) tahun .
__ da.n denda pahna banyak RpQS OOO 000,00 {dua puluh hma 3uta
-'_'___mplah}. -

i .'_Ketentuan Pasal 34 mengatur mengﬁnal pnrhndungan hukum '-

:'..:"terhadap Wa_]lb Pajak khususnya mengena1 kerahas1aan 1nf0rmasz."-

: .. 'yang diberikan kepada pe_;abat menjam rahasia 3abatan atau‘f'
...:_:_..:.-:é_pekerjaan untuk men_]alankan ketentuan peraturan perundang-

undangan-perpajakan, Dengan ada j jaminan kerahasiaan jabatan -
tersebut, Wajib Pajak dapat secara bebas menyampaikan informasi

perpajakan kepada pejabat pa}ak sehingga Waglb Pajak merasa_

| ) nyaman dan terlindungi.

- Larangan ditujukan kepada pejabat, baik petugas pajak

-maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan,
- .sedangkan perbuatan yang dilarang adalah mengungkapkan
- kerahasiaan Wajlb Pa_}ak yang menyangkut masalah perpajakan
. yaitu - . .

a. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan dan lain-lain yang

- -dﬂaporkan oleh Wajib Pajak;
b.  data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan;

¢. dokumendan/ atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang
bersifat rahasia;

d  dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan.
Pengungkapan rahasia wajib pajak dikecualikan untuk

~ kepentingan penegakan hukum.

Pelanggaran terhadap Pasal 41 ayat (1) termasuk sebagai delik
aduan, maka pengungkapan rahasia Wajib Pajak tersebut diproses

... lebin lanjut apabila ada pengaduan dari Wajib Pajak yang
... bersangkutan yang kerahasiaanya dilanggar. Pengungkapan

.. rahasia sebagai delik aduan ini menimbulkan problem hukum

tersendiri. Kerahasiaan perpajakan ini berkaitan dengan hubungan
antara pejabat pajak dengan Wajib Pajak dalam hubungan tersebut
pejabat pajak sebagai posisi yang memeriksa administrasi
perpajakan sedangkan wajib paiak dalam posisi terperiksa, Dengan
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G _.'____denukla"l penempatan dehk aduan Jnd menm‘.{balkan_'
o 'f;'"”ketvciaknyamanan bagi ‘Wajib Pa_jak jzka melakukan pengaduan o

- “kepada pe abat’ yang mex:tgung]:‘::a_1'3 rahasaa perpajakan akan
fberak;bat tldak menﬁ‘untungkan bagi - Wajlb Pajak yang
mengadukan pqabaﬁ pagak khususnya mengena1 persuaian

memberika. jamman perhndungan hukum terhadap-Waij Pa_;al{

' _B 4 __ deak Pidana Ke_gahatan

Dllxhat dan sudut 31kap batm atau rumusan kesalahan,
"pelanggaran peraturan perundang undangan di bidang perpajakan
termasuk katecorz ‘tindak pidana- pelanggaran dilakukan karena
kealpaan (culpa} seciangkan sikap batm tindak pidana kejahatan adalah
kesengajaan (dolus) Dikatakan sebagax kejahatan, menurut dolktrin
'h' _ki.nn karena perbuatan Lersebut sebagau pelanggaran yang berat
dlcela oieh masyarakat melanggar hukum dan keadilan, maka ancaman
pldananya 1eb1h _berat. Pengulangan tindak pidana pelanggaran
ancamannya dlperberat dan perbuatannyq berubah menjadi tindak

pidana ke_;ahatan dan pengulangan tmdak pidana kejahatan ancaman

pldananya Iebih d1perberat

Perbuatan pelanggaran terhaciap Undang—Undang Perpa_;akan vang
termasuk kategori tindak pidana kejahatan terdiri dari:

1... Sengaja tidak memenuhi kewajiban administrasi perpajakan,
. ._'menyalahgunakan NPWP, menolak dilakukan pemerikssan,
- memperlihatkan pembukuan palsu atau tidak menyelenggarakan
pembukuan, tidak menyimpan pembukuan, dan tidak menyetorkan
. _Dbajak yang telah dipotong/dipungut sehingga menimbulkan
" kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dengan
. ancaman:

a.  dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan
dan paling lama 6 {enam) tahun dan denda paling sedikit 2
{dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang
dibayar dan paling banyak 4 (empat} kali jumlah pajak terutang

yang tidak atau kurang dibayar

b, ditambahkan 1 {satu) kali menjadi 2 {dua) kali sanksi pidana

Pengaturan Hakum P;(iana dl Bldang Pgrgmmmmmm va. i

Oieh bab 1tu peﬂu dlpert1mbangkan mengenal bagalmana'

p_ejabat'pajak atas perbuatannya Iyang telah' -
mengungkap rahasia Wajib Pajak 3 yang mengadx rahasxa Jabauannya _

aya‘ﬁﬂa ITBCoTANE vrvedalrerkers iagi Livichak willgna al Didang
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- perpajakan sebelum 1ewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak
: seiesamya men_;alam p:xda.na penjara yang dgatuhkan

C penjara paling smgkat & (enam) bulam dan pa]mg lama 2. (dua)

tahun dan denda paling sedzkxt 2 (dLa) kali Jumian restitusi
vang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkredltan
yang dllakukan dan palmg banyak 4 (empat) kali jumlah
'rest1tus1 yancT d1mohonkan dan/atau kompensasz atau
o - pengkredztan yang dﬁakukan untuk percobaan tindak pidana
= -“'.menyaiahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor -
E Pokok Wa_;lb Pajak’ atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak :
sebagalmana dimaksud pada ayat (1} huruf b, atau
menyampaikan Surat Pemberitahtian dan/atau keterangaﬁ -
yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana
‘dimaksud pada ayat (1} huruf d, dalam rangka menga_}ukan
permohonan restitusi atau melakukan kompensasz pajak
atau pengkreditan pajak.

Sengaja menerbitkan atau menggunakan faktur, bukti

pemungutan/ pefnotongam /setoran tidak berdasarkan transaksi
yang sebenarnya atau menerbitkan faktur yang belum dikukuhkan

{Pasal 39A) dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tabun dan

paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali
jumiah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti
pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak
6 {enam)] kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan
pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atan bulkti setoran pajak.

Pejabat sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang
menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat (Pasal 41 ayat
{2}) dengan pidana penjara paling lama 2 (dua} tahun dan denda
paling banyak Rp50.000.000,00 {lima puluh juta rupiah}.

Pelanggaran terhadap Pasal 41 ayat {2) termasuk sebagai tindak
pidana kejahatan, tetapi proses penuntutannya memerlukan aduan
atau termasuk delik aduan, maka pengungkapan rahasia wajib

~ pajak tersebut diproses lebih lanjut apabila ada pengaduan dari wajib

“ pajak yang bersangkutan yang kerahasiaanya dilanggar. Mengingat
- perbuatan dilakukan oleh pejabat dengan sengaja (kesengajaan),

tetapi dimasukkan sebagai delik aduan sama seperti Pasal 41 ayat
{1} yvang dilakukan karena kealpaan. Oleh sebab itu, perlu ada
ketentuan yang berisi perlindungan hukum ferhadap Wajib Pajak
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S 'r?engaturan Hukum Pldana di Baéang Perpamkan dan Hubuggarmva

i _' mengungkap *‘ahama W ajib, Pajak yang men_;adi rahasm jabata"iya
4. '_'_._Sengaga tldak memben keterangan atau bukm atau mem%)en_
i keteranﬁan atau buk& vang tidak. benar dlpldana dengan pldana
kurungan paimw lama 1 {satu} tahun dan- denda pahng banyak
- Rp25 OOD OOO OO {dua puiuh hma Juta ruplah) _ s
5, -Sengaja menghalan@ aLau mempersuht penyadzl«:an tmdak pldana_
odi, badang perpajakan chpzdana dengan pidana penjara palmg lama_- :
.3 ftiga) ta.hun dan denda paimg banyak Rp?’S 000 OOO OO (tujuh pul h.
o 11'713. Juta ruplah} s

nstan& pemenmah lembaga asos1a31 dan'pxhak lam sengaja'
_3.ciak membenkan data ‘dan’ 1nformas1 yang: berkaitan de*'z n"
: berpajakan {Pasai 354 ayat (1)) dipldana dengan pldana kumngar '
---_-_'-__;.:pahng lama ‘1. (satu} tahun ‘atau denda paling- banyak
Rp1.000. 000 OOO 00, (satu miliar. mp1ah) (Pasai 41C ayat 1}

ToomSengaia menyebabkan tidak terpenuhinya kewaﬁban pejabat dan
.. pihak-lain memberikan data dan informasi vang berka1tan dengan
_._-:-'--pcrpajakan {Pasal 35A ayat (1)) dipidana dengan pidana kurungan
- -paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak

Rp800.000.000,00 {(delapan ratus juta rupiah). (Pasal 41C ayat 2). k

8. Sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh

- Direktur Jenderal Pajak (Pasal 35A ayat 2) dipidana dengan pidana

-kurungan paling lama 10 {(sepuluh) bulan atau denda paling banyak
+*Rp800.000.000,00 {delapan ratus juta rupiah). (Pasal 41C ayat 3},
8. ' Sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga
" menimbulkan kerugian kepada negara dipidana dengan padana
kurungan ‘paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak
Rp500.000.000,00 {lima ratus juta rupiah}. (Pasai4 1C ayat 4).

10. Tindak pidana dengan sengaja menghalangi atau mempersulit
‘penyidikan tindak pidana di b;dang perpajakan (Pasal 41B).

i1, _Perluasan subjek hukum:

a.  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal
394, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak,
atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta
melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

b.  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A dan Pasal
41iB berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang
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*-'manganjurkan' ‘atau yang membantu melakukan tindak -

pzdana di biciang perpajakan. -
Dari- semua ketentuan undang- undang di b1dang perpagakan yang
me*uadi subjek: hukum tindak p1daua di bidang perpajaxan adalah
Wajib Pajak - R '
X Z'Pegabat pajak: {ﬁskus) S ' '
B Plhak ketiga yang bukan Wa}lb pa_;ak dan bukan pejabat pa_]ak '

BB ::'Kedudukan Sanksx ?xdana ﬁmum e '

: :._.Perbuatan pelanggaran terhadap peraturan pemndanmunciangan' :

Idl bzdang pa_;ak yang termasuk tindak pidana adalah tindak pidana di

bidang: perpa_;akan ‘Sesuai ds.ngan karakteristik hitkum perpajakan,

tindak pidana perpajakan dikenal sebagai tindak pidana administrasi
di bidang perpajakan dan menjadi domain hukum perpajakan.

~Prinsip dasarpenyelesaian perkara pelanggaran terhadap peraturan
perundang-undangan - di bidang perpajakan diselesaikan melalui
mekanisme penyelesaian perkara dalam bidang perpajakan, baik
penyelesaian secara hukum administrasi maupun melalui proses
hukum pidana, yaitu tindak pidana di bidang perpajakan yang termasuk
kategori tindak pidana di bidang administrasi (dependent crimes).
Bagaimana jika dalam pelanggaran terhadap undang-undang di bidang
perpajakan ditengarai adanya pelanggaran terhadap undang-undang lain
yang termasuk kategori tindak pidana umwm atau tindak pidana khusus?

‘Pelanggaran hukum yang termasuk tindak pidana di bidang
perpajakan acapkali bersinggungan dengan pelanggaran bidang hukum
lain yang termasuk kategori tindak pidana kejahatan, baik sebagai
bentuk persiapan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan,
mempermudah atau memperlancar tindak pidana dalam bidang
perpajakan, maupun sebagai usaha untuk menyelamatkan atau
mempertahankan hasil (harta kekayaan) dari tindak pidana di bidang
perpajakan. Tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana di
bidang perpajakan tersebut tidak termasuk sebagai tindak pidana di
bidang perpajakan, melainkan sebagai tindak pidana yang berhubungan
atau berkaitan dengan tindak pidana perpajakan. Beberapa tindak pidana
yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan antara lain:

a. Tindak pidana yang dimuat dalam KUHP:

1. Tindak pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah
{(Pasal 242 KUHP).
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_.__-’I‘mdak pidana pemaisuan Meterau (Pasal 253 KUHP}
_'3 ‘Tindak pldana pema}suan Surat {Pasal 263 KUHP}

" Tindak pidana membuka Rahasia (Pasal 322 KUHP).

_ deak pidana penggeiapan {Pasal 372 KUHP). :
deak pidana melakukan tlpu mushhat (PasaI 38‘7’ KUHP)

0 :..;. Tm d ak plda-na yang cilmuaL daiam Undang Undang Nomor 31 Tahun

5o 1999 yang teiah dmbah dengan Undang Ui'::ciang Nomor 20 Tahun

: deak pldana suap kepada penyelenggara negara atau'
_ - pegawai negeri dan penyelenggara negara atau pegawal negen _
o _-'__'_yang menenma suap (Pasal 5) - : S S
= ’I‘mdak plciana suap kepada hakxm dan hak1m yang menerima
- shap {Pasal 6) :

~Tindak pidana pegawai nege_:ri atau orang selain pegawai negeri

yvang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum
menggelapkan uang. atau surat berharga yang disimpan
karena jabatannya (Pasal 8). T

~Tindak pidana pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri
- yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum memalsu

buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan
administrasi (Pasal 9).

Tindak pidana pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri

“yang -diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum
- menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat

tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar vang
digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka
pejabat yang berwenang (Pasal 10 huruf a).

Tidnak pidana pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri
yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum
membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan,
merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta,
surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau
membuktikan di muka pejabat yang berwenang {Pasal 10
hurafb).

Tindak pidana pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri
yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum
membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan,
merusaklan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta,
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E surat atau daftar yang d1gunakan Lntuk meyakmkan atan

membuktzkan da muka peja’oat fyang berwenang {Pasal 10_ h

' huruf c:}

deak p1dand pegaweu negen atau penjy elenggara negara yang

- menarima hachah atan Ja‘l_]l padahai diketahul atau pa:,ut__ :

diduga; bahwa hadxah atau ganp tersebut dlbenkan karena

S kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan’.
_;abatannya atau yang ‘menurut plkzran orang yang .
'.:-membenkan had1ah atan 3an31 tersebut ada hubungan dengan.g... o
ke _}abatannya {Pasai 11) BN

' 'deak pidana pegawal negen atau penyelenggara negara yang N

“ menerima-hadiah atau janji; padahal diketahui atau patut

11

12,

13.

diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk

--menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan
.. -sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan
- kewajibannya (Pasal 12 hurufa)

10.

Tindak pidana pegawai negeri atau penyelenggara negara yang

menerima hadiah, padahal diketahui atau paitut diduga bahwa

hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan
karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu
dalam jabatannya yvang bertentangan dengan kewajibannva
{Pasal 12 huruf b)

Tindak pidana hakim yang menerima hadiah atau janii,
padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji
tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara
yang diserahkan kepadanya untuk diadili {Pasal 12 huruf ¢}

Tindak pidana seseorang yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan ditentukan menjadi advekat untuk
menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji,
padaheal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janii
tersebut untuk mempengaruhi nasthat atan pendapat yvang

- gkan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan

kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 12 huruf d}

Tindak pidana pegawai negeri atau penyelenggara negara yang
dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunalan
kekuasaannya memaksa sesecrang memberikan sesuaty,
membayar, atan menerima pembayaran dengan pofongan,

58




Pen ﬂamra:; Hukum P;dana di Bldang Pe;;aa;akan dan Habungaxmya

y _atau untuk mengerjakaﬁ sesuatu bagl dmnya seﬂcim {Pasal ;‘
12 huruf e) : g

' _5_1141_:5'.1T1ndak pldana pega_'__m negen atau penyelenggara negara:'.
i :'.:'.dzanggap pe: '_benan suap,. apablla berhubungan dengan-_:_
e 3abatannya dan ya‘xg berlawanan dengan kewa_]:tban atau

: =16, -'--deak pzdana dengan tujuan mquunturlgkap diri ‘sendiri™
fatau orang lam atau suatu korporasi,: menyalahgunakan'.
; _-.--kewenangan kesempatan atau sarana:yang ada padanya'-i
":_karena jabai:an atau kedudukan yang dapat’ merugxkan..
: keuangan negara atau -perekonomian Negara (Pasal 3). e

c . 'deak p1dana yang dimuat dalam Undang~undang Nomor 8 Tahun
2010 tentang: Pencegahan dan Pemberantasan deak Pldana
- Pencucian Uang: = : : :

1. Tindak pldana menempatkan mentransfer mengahhkan
-membelanjakan membayarkan menghlbahkan memtlpkan
membawa ke luar: negen mengubah bentuk menukarkan
dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain
atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana di bidang Perpajakan (Pasal
3. e
2. Tindak pidana menyembunyikan atau menyamarkan asal
usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau
kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan vang
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak
pidana di bidang perpa_;al«:an {Pasal 4)

3.  Tindak pzdana menerima atau menguasa1 penempatan
pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan,
penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak
pidana di bidang perpajakan {Pasal 5 ayat 1)

Dalam penerapan tindak pidana umum atau tindak pidana khusus
yang terkait dengan tindak pidana perpajakan, perlu dilakulkan secars




Fol & e ﬂplﬁ B

:cennat dan hatz hatl mengmgau da.lam perbuatm pe 1angbaran tmdak"

' p1dana di bida,ng perpajakan hampn‘ selaiu terkait dan tercalmp rumusan.
itmda_k pldana 1am vang bersxfat andai«_ pidana umum atan tindak pidana
khusus tetap1 penyeiesalannya dﬂa}mkan dengan menggunakan dasar'
-'hukum Undadg—Undang Perpajaka*‘l Norma tindak mdana di bldang

: '-.‘perpa;akan terdapat duphkasz (tercakup) pencfaturannya dalam tindak’
_ .".'_pxdana dimuat Kltab UndanG—Undang Hukum Pzdana {KUﬂP) dan undmg«_ .
) .f’_undang lain, maka ‘sesuai’dengan asas-asas hukum: pidana .dan asas:
penegakan hukum pzdana maka. pelanggaran tersebut dikenakan tindak:

o _'.-pldana da bidang perpajakan karena suat dan undang—undang tmdak'_'

= .-pzdana yang ‘khusus di- b1dang perpajakan dan kekhususan perbuatan :
.pxdana di-bidang perpa;a_kan P s iy

-“Atas dasar. pertlmbangan tersebut penggunaan tmdak pldana umum
-dalam KUHP dan tindak pidana khusus ditujukan kepada tindak pidana
yang texgadz yang tzdak termasuk tindak pidana di bidang perpajakan
dan tidak tercakup ke dalam tindak pidana di bidang perpajakan. Adapun
‘tindak pidana yang dapat dikenakan tindak pidana umum atau tindak.
pidana khusus yang terkait dengan perpajakan adalah tindak pidana
vang dilakukan oleh Wajib Pajak, petugas pajak, atau pihak ketiga
terkait yang dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah terjadinya tindak
pldana di, bidang perpajakan yang dilakukan sebagai perbuatan
__p_ers;apm_a memp_ermudah atan memperlancar atau menyembunyikan
'ata_u' mempertahankan haé_.ii_ tindak pidana perpajakan.

Tindak Pidana Khusus \

Tndak Fidana Umum \

m
TINDAK PIDANA //

PERPAJAKAN —/ >
P

BS Tindak pidana korupsi yang terkait dengan tindak pidama di
bidang perpajakan.

.. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana di bidang Perpajakan secara
'tégés menyatakan bahwa tindak pidana di bidang perpajakan adalah
“dépat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara” yang maknanya
adalah tercakup dalam pengertian “dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara”. Sementara tindak pidana korupsi

sebagaimana yang . dimuat dalam Pasal 2 avat (i}l .dan Pasal 3. iuga..
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L Pengmuran Hukum Pidana _di Bidaﬁg Perpajakaﬁ_éan Hubungannya'..;'.}_

-_merumuskqn Li*n i}uinvgg azﬁ:{bm jaiﬁ}. ‘dapaa merugxkaﬁ Kahanaan_:j

'nom 13@ ﬁeﬂara

: .'Qegara a‘i:au. D&

“dapa‘t memmbulka_n ke“ugzam pada pendapai:an negara atau “dapat: L
m glkan keuangan negara atau perekonomzan negar , 'maka sesual

'.'negara yarlg bersumber aam dana pa_;a;k yang telah masuk ke da};ém :
.mventams keuangan negara (APBN/APBD} adalah keuangan negara_

tersebut 'sudah tida}c Iag1 menjadi domam dalam tmdak p1dana
--perpa_;akan Jadi, keuangan negara tersebut men3ad1 domain hukum

_p1dana lain, m1sa1nya tmda_ﬁ: p1dana KUHP dan tmdak p1dana khusus_

lamnya se:suax dengan jenis dan bentuk txndak pldananya

Terhadap keuangan negara yang sudah dibayarkan oleh Wa_; ib Pa_;ak
dan sudah keluar dari mventans Wajib Pajak yang bersangkutan tetapl
‘tidak masuk ke dalam Kas atau daftar inventaris keuangan negara,
karena terjadi penyaiahgunaan oleh Wa_ub Pajak (oknum pribadi atau
oknum pejabat pada korporasn atau oleh oknum pejabat pada kantor
pajak yang mengakibatkan setoran pajak dari wajib pajak tidak
dibayarkan sebaglan atau seluruhnya ke kas atau inventaris Negara.
Mengenai hal ini menurut penulis, tidak lagi' menjadi domain hukum
perpajakan saja, tetapi juga menjadi domain hukum pidana lain, baik
yang bersifat umum maupun yang khusus. Atas dasar pemikiran tersebut,
tindak pidana terhadap keuangan negara yang sudah dibayarkan oleh
Wajib Pajak dan tidak dibayarkan seluruhnya atau sebagian tersebut
dapat dikualifikasikan sebagai pengertian “kerugian keuangan negara”
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan menggunakan argumen
hukum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tabun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 14
dikutip selengkapnya:

Pasal 14

Setiap.orang.yang melanggar -ketentuan-Unde

T wriete g ETRE
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< “secara Legas menyatakan bahwa peianggaran terhadap ketentuan'
‘Undang- -undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi be:rlaku_

. '_ketemua:u jaﬁg chatLr dalam Undang undang inx

o Berdasarkan ketentuan Pasal 14 tersebut untuk menunjukkan
rluasan éahupan tindak’ pxdana korupsz dzpersyaraikan adanya
_ntuan yang menyatakan bahwa * pelanggaran terhadap ketentuan
"_ang—Undang ini sebageu tlndak p1dana korupm sebagaimana'_
aksud dalam Pasal’ 14, Secara acontrano tindak. pidana yang dlatur'

-_"’-‘dalam undang~undang lam tldak dapat- men_;ach tlndak pzdana korupsa.
_ '_.-apabﬁﬁa dalam undang undang tersebut tidalk mencantumkan ketentuan
‘yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undangu-
"undang tersebut sebagai tmdak pidana korup31 sebagaxmana dzmaksud

_daiam Pasal 14 Pemberlakuan Pasal 14 tersebut adalah baik hukum
_p:dana materul maupum hukum padana formﬂ tmdak vidana korup31

Daiam Undang—Undang Nomor 65 .Tahun 1983 sebagaimana telah
__dmba_h dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan
'Umum dan Tata Cara Perpajakan dimuat ketentuan yang isinya sama
dengan materi yang dxmaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor
3 1 Tahun 1999 sebagalmana teiah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tzahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaltu
dnnuat dalam Pasal 43A dlkutlp selengkapnya

Pasal 43A

(1) - Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan,
dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti
permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan,

(2) Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang
perpajakan yang menyangkut petugas Direktorat Jenderal
Pajak, Menteri Keuangan dapat menugasi unit pemeriksa
internal di lingkungan Departemen Keuangan untuk
melakukan pemeriksaan bukti permulaan.

(3) Apabila dari bukti permulaan ditemukan unsur tindak pidana
korupsi, pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang tersangkut
wajib diproses menurut ketentnan hukum Tindak Pidana
Korupsi,

(4) Tata cara pemeriksaan bukii permulaan tindak pidana di
bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada avat {1) dan
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. ayat (2) diatur d&ncan atau: berdasarkan Peraturan Menten :

Ketentuan tersebut 'nernuat prosedur pe*nenksaan tmdak pidana _
pemagakan vang pelakunya adalah petugas pada Direktorat Jenderal

o Pa_]aéz terdapat indikasi- amdak p1dana Korupsi dﬂakukan sebaga.:. bem}mt :

1.0 Berdasarkan mformasz data, laporan da.n pengaduan l1rekmr_
v _.__*uenderal Pajak. berwenang melakukan pemeriksaan buktl_

permuiaan sebeium dilakukan penyzdlkan terhadap tmdak pldana:_
ci1 badang perpa_;akan b : : S o : '

_ Jzka terdapat mdlkasz tmdak p1dana d1 --b1dang perpajakan yang':‘
' __,_d;lakukan petugas Dlrektorat Jenderal Pa_]ak Menten Keuangani-
-dapat menugasi unit.pemeriksa internal .di- lmgkungan
Kementerian Keuangan untuk melakukan pemeriksaan bukt1
‘permulaan.

3._._'__'Berdasarkan buku permulaan tersebut dltemuka:n unsur tindak
. pldana korupsi, pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang tersangkut
wajib diproses menurut ketentuan.Undang- Undang tentang
- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. :

4. Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang
perpajakan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menten
.-Keuangan - '

Apa,kah yang dlmaksud dengan pengertian “wajib diproses menurut
ketentuan Undang- Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsf’" Apakah ketentuan Pasal 43A ayat (3) tersebut adalah rumusan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14? Rumusan tersebut bukan
rumusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, karena isi dari
ketentuan Pasal 434 ayat (3} tersebut hanya mengatur, apabila dalam
pemeriksaan permulaan terdapat indikasi unsur tindak pidana korupsi,
maka wajib diproses menurut ketentuan hukum tindak pidana korupsi.
Pemeriksaan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana korupsi diproses
oleh aparat penegak hukum yang memiliki kompetensi melakukan
penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi (polisi, Jaksa dan
KPK), sedangkan unit pemeriksa internal di lingkungan Kementerian
Keuangan untuk melakukan pemeriksaan bulkti permulaan tidak
berkompeten untuk memeriksa lebih lanjut tindak pidana korupsi. Jadi
tindak pidana korupsi tersebut tidak termasuk sebagai tindak pidana di
bidang perpajakan yang termasuk sebagai tindak pidana korupei (Pasal
14}, melainkan. tindal orups rang-dialulan

- . 3
aleh petugas-Direktorat
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Jenderal Perpajakan yang bersifat berdiri sendiri: Hal yang sama jika
ditemukan adanya dugaan terjadinya tindak pidana lain yang termasuk
tmdak pidana umum yang dxatur daiam Kltab Undang—Undang I—Iukum
P;dana -

B 7~ ._deak deaﬂa Pencucnan Uang yang Terkaat dengan Tindak
s Pidana E’erpajakan

Direktorat ‘Jenderal Pajak, dan pihak’ ket1ga vang bukan Wa_;1b Pajak
dan bukan pejabat pajak.

Tindak pidana pencucian uang terkait dengan dana pajak yang
bersumber dari Wajib Pajak yang wajib disetorkan ke kas negara. Potensi
te;jadi__nya tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya dengan tindak
pidana di bidang perpajakan adalah Wajib Pajak {individu atau korporasi)
yang tidak mememuhi kewajibannya untuk membayar pajak atau pajak
terutang, kemudian dana tersebut dialihkan atau disembunyikannya,
sehingga Wajib Pajak tidak memenuhi kewgjibannya. Dapat pula terjadi
Petugas/pejabat pajak yang bekerja sama dengan Wajib Pajak yang
menyalahgunakan wewenangnya (atau melakuan perbuatan melawan
hukum) yang mengurangi jumlah pajak yang menjadi kewajiban wajib
pajak dan dana tersebut kemudian dialihkan atau disembunyikannya.
Dapat juga terjadi petugas/pejabat pajak yang tidak menyetorkan dana
pajak yang bersumber dari Wajib Pajak ke dalam kas atau inventaris
negara, kemudian mengalihkan atau menyembunyikannya. Tindak
pidana pidana pencucian uang adalah perbuatan menempatkan,
mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,
menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah
bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau
perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana di bidang perpajakan {Pasal
3} atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi,
peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya
atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan
hasil tindak pidana di bidang perpajakan (Pasal 4).

o _Berbeda dengan tmdak p1dana korup31 dan tmdak pzdana Wman, |
tmdak pldana pencucmn uang yang terkait dengan tmdak pzdana_.‘

E pe“pajakan terjadi setelah adanya tindak pidana di b1dang perpajakan_
atau setelah adanya dugaan terjadmya tindak pidana-di bidang -

: .perpajakan oleh: pelaku Wajib Pajak atau korporam petugas/pejabat -
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- S _zg?engaturan i—:{uhungan ﬁntara._ﬁ‘gndak Pzdana é..n, Bndang_ _
.Perpajakan ﬁengan deak Pneiana Umum a&au deak Pxéana
”";:'-'-Khusus i BN - R W It RE

o :-'-.Pelanggaran terhadap peratura_n pemndang—undangan d1 bzdang:
fperpa‘]akan yang termasuk kategorz tmdak p1dana pajal«: telah
_':meiamrkan kontmvers; terutama mengenau peianggaran hukum pajak '

R -jdengan sanksz padana admmzstras1 di; bidang pajak dengfm penggunaan
' S o) _kum pldana umum. atau hukum pldana khusus terhaciap perbuatan

' arig' erkaif denga:ﬂ pagak Hal ini chsebabkan oleh beberapa’ hal

1. '-:"Terkaut dengan kewenaqgan dalam melakukan peny ikan an.tara
- -_;.:-.-tmdak pidana di- ‘bidang" perpa_]akan yang ‘bercorak’ admlmstrahf
o -dengan tindak: pzdana umum: dan tmdak pzdana khusus® yang
- 'merupakan tindak pidana murni (generic crimes). Jika tindak pidana

EIE di b1dang perpajakan dlpergunakan denga.n hukum pidana umum

“atau hukum pidana khusus, bertentangan dengan .corak hukum
- pldana perpajakan yang termasuk hukum: pxdana admm1stras1

2 _’I‘erkalt dasar. hukum pengenaan sank31 pldana yeutu tmdak pldana
g _"'admlmstram di bidang ‘perpajakan yang bersumber dari Undang-
: ':Undang Pajak yang termasuk sebagai hukum administrasi dan
_--sanksi pidana di bidang hukum -administrasi (dependent crirnes),
Cosedangkan tindak pidana umum ‘dan khusus yang diatur dalam
. undang-undang yang mengatur hukum pidana umum dan hukum
pidana khusus yang bercorak kejahatan yang bersifat indepeniden
{independent crimes). Atas dasar corak hukum perpajakan tersebut,
- maka dugaan terjadinya tidak pidana perpajakan -dapat diselesaikan
'm_elalui mekanisme administrasi, yaitu membayar kewajiban
pajak yang terutang beserta dendanya dapat dijadikan alasan untuk
tidak melanjutkan perkara pidana.

3. - Pelanggar tindak pidana di bidang perpajakan dilakukan oleh Waiib
Pajak, petugas/pejabat pada Direktorat Jenderal Pajak, atau pihak
ketiga, sedangkan penyidikan dugaan terjadinya tindak pidana di
bidang pajak hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri

‘Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi
wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bic{aﬂng
perpajakan. Sejak dimulainya penyidikan, memberitahukan
kepada penuntut dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara
Republik Indonesia. Tidak dijelaskan mengenai kewenangan polisi
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G f:terhadap hasa,l peny1d1kan yang dzlakukan oleh Pe%abat ?egawal
""-Negerl Sipil, apakah polisi memiliki wewenang untuk melakukan :
" penyidikan lanjutan atau cukup memeriksa dan jika kurang
+-lengkap memberi petunjuk agar dilengkapi, atau ‘cukup sebagai
- Lopintu. masuk secara prosedural ietapi tidak: mem1hk1 wewenang
-apapun terhadap hasﬂ penyidikan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil
grsebut Meskxpun demikian; Jjika penyidik Pejabat Pegawai Negeri.

*.‘Bipil:di-bidang perpajakan tersebut menemukan indikasi dugaan =

ik ter}admya tindak: pzdana umum yang dilakukan oleh Wajib Pajak, -
" dapat.menyerahkan wewenang peny;dlkannya kepada pohsz atau'.'
peny1d1k lain yang berkompeten iy - : B
el Jxka ‘terdapat adanya indikasi tindak p1dana yang dilakukan
- oleh . petugas/pejabat pada Direktorat Jenderal Pajak, Menteri
.- Keuangan dapat menugasi unit pemeriksa internal di lingkungan
- Kementerian Keuangan untuk meiakukan pemerzksaan bukti
: -permu}aan : '

' Proses pemeriksdan yang dilakukan oleh pemeriksa internal
~di lingkungan Kementerian Keuangan terhadap indikasi tindak
pidana dilakukan oleh petugas/pejabat pada Direktorat Jenderal
Pajak tersebut dimaksudkan untuk memastikan tentang
kebenaran atau ketidakbenaran indikasi tindak pidana. Hasilnya,
Jjika benar ada indikasi tindak pidana, perkara diserahkan kepada
- penyidik lain yang berkompeten untuk melakukan penyidikan dan
~penuntutan terhadap tindak pidana tersebut.

- Ketentuan tersebut menyisakan keraguan terhadap
“pemberian wewenang khusus terhadap unit pemeriksa internal di
lingkungan Kementerian Keuangan untuk melakukan
pemeriksaan terhadap bukti permulaan. Justru pada bagian ini
menjadi titik rawan terhadap kemungkinan terjadinya
penyalahgunaan wewenang dan independensinya, karena orang
vang hendak diperiksa adalah teman sejawat.

4. Dana yang bersumber dari wajib pajak adalah dana yang termasuk
.+ kategori keuangan negara atau dana pendapatan keuangan negara
% dan tindak pidana terhadapnya dipastikan dapat merugikan
= keuangan negara, sedangkan tindak pidana yang dapat merugikan
keuangan negara masuk sebagai unsur tindak pidana korupsi,
tetapi dasar hukum pengenaan tindak pidana korupsi tidak ada
cantolannya dalam Undang-Undang di bidang perpajakan. Ada dua
kemungkinan di masa datang:
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Pe:;gaturan Hukum Pidazza di Bidang Perpajakan dan Hubangannya '.

a.. _.deaic pIda“};a kemosa berkaataq dengan tmdak pidana ch

bidang. perpajakan adalah masmg—masmg berdiri sendiri dan

- tidak saling berkaztan sebaaaimana dzmuat dalam Pasal 4-3A

» ayat (3} a‘i:au

iy ._.:b. ___'i‘mdai{ pi a“’La korup31 berkaltan dengan tmdak pidana d1

_ mda‘ag perpa_;akan dar: daiam Undang-Undang Perpajakan

: __.memuat ketemtuan sebagaamana chmaksud daleun Pasal ‘14 -

| ) _'Negen Slpﬂ tertentu di hngkungan D1rektorat Jenderal Pajak

. dan ada tindak pxdana perpagakan yang termasuk tindak
_ pldana korups; : :

| Keszmgulan _

~Tindak pldana di bldang perpajakan adalah termasuk tindak pidana
di bidang hukum administrasi (administrative criminal law atau
dependent crimes) yang dikenal sederhana dan lentur dalam
. penegakan hukumnya, sepanjang tujuan dari hukum tersebut
“tercapai, yaitu wajib pajak mau membayar pajak sesuai dengan

kewajibannya.

Sebagai corak hukum administrasi dan tindak pidana administrasi
{yang dikriminalisasi}, maka penggunaan hukum pidana pidana
umum atau hukum pidana khusus terhadap tindak pidana di bidang
perpajakan adalah tidak tepat dan dapat menimbulkan problem
hukum dan keadilan. Oleh sebab itu, tindak pidana umum atau
tindak pidana khusus yang berkaitan dengan terjadinya tindak
pidana perpajakan adalah berdiri sendiri. Kecuali jika di masa datang
diadakan perubahan bahwa tindak pidana di bidang perpajakan
adalah tindak pidana umum yang bersifat kejahatan atau
independen {independent crimes atau generies crimes) seperti halnya
tindak pidana yang dimuat dalam KUHP.

Penerapan tindak pidana umum atau tindak pidana khusus (tindak
korupsi} yang terkait dengan tindak pidana di bidang perpajakan
adalah berdiri sendiri, artinya adanya indikasi terjadinya tindak
pidana umum atau tindak pidana khusus (korupsi atau pencucian
uang) dalam proses pengurusan perpajakan atau dalam tindak
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j-'pzdana d1 bxdang perpajakan baik sebagai perbuatan persiapan,
“omempermudah /memperlancar ataun menyembunyikan atau

mempertahankan hasil tindak pidana di bidang perpajakan.
Wewenang penyidikan terhadap tindak pidana umum dan tindak

.'--_khusus di bidang perpajakan tersebut adalah polisi, Jaksa, dan
..komls1 pemberantasan tindak pldana kompm :

“dika cialam perkembangan di masa yang akan datang hendak
-bermaksud mengubah t1ndak pldana perpagakan sebagal tlndak

_(mdependent cnmes) sebalknya perlu dliakukan secara hatbhati_

Jidan” dxplkirkan secara cermat, mungkm dapat meningkatkan
AR pendapatan negara dari sektor pajak secara efektif dan efisien, -
Crietapl ‘dapat menggangu aspek keadilan hukum bagi wajib pajak

~ dan sekaligus hak hukum Wajib Pajak (masyarakat) secara

keseluruhan. Hal ini disebabkan penggunaan dana vang bersumber
dari dana Wajib Pajak tidak efektif dan efisien untuk mencapai
tujuan pembangun yang dicitakan, bahkan ada vang

i _.dzselewenagkan atau disalahgunakan untuk kepentingan lain yang

bertentangan dengan tujuan dari pembangunan itu sendiri.
Semestinya, yang menjadi prioritas adalah penegakan hukum

‘terhadap penyalahgunakan dana pajak atau penggunaan dana yang
- bersumber dari pajak yang penggunaannya tidak efektif dan efisien

dalam rangka mencapai tujuan pembangunan,
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